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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pertimbangan hakim dalam 
menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara warisan, (2) hambatan 
hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan di Pengadilan Negeri 
Surakarta, dan (3) akibat dari putusan warisan di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data 
melalui studi kepustakaa dan penelitian lapangan. Teknis analisis data dilakukan 
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan Hakim 
dalam memutuskan putusan No. 97/Pdt.G/2014/PN.Skt., telah sesuai dengan 
unsur keadilan, karena Majelis Hakim dalam menjatukan putusan berdasarkan 
bukti-bukti yang tunjukkan tergugat. (2) Kedudukan hakim dalam persidangan 
merupakan lembaga yang harapkan sebagai pengambil keputusan yang adil. 
Kedudukan tersebut harus disiapkan oleh seorang hakim untuk dapat menuntaskan 
kasus seberat apapun tanpa adanya persepsi hambatan ataupun kendala. Adanya 
persepsi hambatan dan kendala menunjukkan bahwa hakim tersebut tidak siap 
untuk menjadi penentu keadilan dalam persidangan. Artinya tidak ada hambatan 
ataupun kendala yang dialami oleh hakim. Semua acara persidangan harus 
berjalan dengan lancar, sehingga tidak terjadi hambatan atau kendala. (3) Akibat 
hukum yang timbul atas putusan perkara No. 97/Pdt.G/2014/PN.Skt. terhadap 
para pihak yang bersengketa menurut pendapat penulis adalah dalam pelaksanaan 
putusan, yaitu bagi Tergugat yang tidak terima dengan putusan Pengadilan tingkat 
pertama dapat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali. Upaya hukum tersebut sudah diajukan oleh Tergugat yang hasilnya 
Tergugat di pihak yang kalah dan harus melaksanakan isi putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap berupa mengosongkan tanah dan bangunan objek 
sengketa serta menyerahkan tanah dan objek sengketa kepada Penggugat. 
 
Kata Kunci: perkara, waris, harta warisan, putusan 
 
Abstract 
This study aims to know: (1) Judge's consideration in determining the verification 
and verdict of the inheritance case, (2) Barriers of judges in determining 
decisions on inheritance case in the Surakarta District Court, and (3) As a result 
of the inheritance ruling in the Surakarta District Court. This research is 
normative law research. Methods of data collection through library study and 
field research. Technical data analysis is done descriptively. The results showed 
that: (1) Judge Consideration in deciding the decision. 97/Pdt.G/2014/PN.Skt., 
Has been in accordance with the element of justice, because the Panel of Judges 
in bringing the verdict based on the evidence that showed the defendant. (2) The 
position of judges in the hearing is an institution that wishes to be a fair decision 
maker. The position shall be prepared by a judge to be able to settle any 
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weightless cases without any perception of barriers or obstacles. The perception 
of barriers and obstacles indicates that the judge is not ready to be the 
determinant of justice in the hearing. This means that there are no barriers or 
obstacles experienced by the judge. All proceedings must proceed smoothly, so 
there are no barriers or obstacles. (3) The legal consequences arising from the 
verdict of the case. 97/Pdt.G/2014/PN.Skt. To the parties to the dispute in the 
opinion of the author is in the execution of the decision, that is for the Defendant 
who does not accept the decision of the Court of first instance may file the Appeal, 
Cassation and Reconsideration remedy. The legal action has been filed by the 
defendant that the result of the defendant on the losing side and must implement 
the decision which was binding in the form of land and buildings to vacate the 
object of dispute and handed over the land and the object of dispute to the 
Plaintiff. 
 
Keywords: case, inheritance, verdict 
 
1. PENDAHULUAN 
Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit 
diantara para ahli waris. Konflik ini disebabkan karena para waris tidak dapat 
saling bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan 
kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat menjaga 
kerukunan hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para 
waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.  
Pengadilan negeri adalah solusi terakhir yang diharapkan dapat membantu 
mereka yang sedang bersengketa. Untuk membawa perkara ke Pengadilan Negeri 
penggugat menyerahkan surat gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri tempat 
tinggal tergugat atau tempat kediamaan tergugat. Selain itu surat gugatan harus 
bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, tempat tinggal 
mereka serta jabatan kedudukan penggugat dan terguggat. Di dalam kasus warisan 
penggugat harus melawan salah satu ahli waris sebagai tergugat. Pada saat 
penggugat mengajukan surat gugatannya harus memuat apa yang dituntut 
terhadap tergugat, dasar-dasarnya penututan tersebut dan bahwa tuntutan itu harus 
terang dan tertentu.  
Setelah ditandatanganinya atau ditandatangani oleh wakilnya penggugat 
mendaftarkan surat gugatannya. Pada waktu memasukkan gugatan, penggugat 
harus pula membayar biaya perkara yang meliputi beaya kantor kepaniteraan, 
beaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Jadi beracara perdata 
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memang tidaklah tanpa beaya, tetapi terhadap asas tersebut ada pengecualiannya 
bagi mereka yang tidak mampu. Bagi mereka yang tidak mampu dimungkinkan 
untuk beracara secara cuma-cuma, dengan mengajukan permohonan izin kepada 
Ketua Pengadilan Negeri, yang harus disertai dengan surat keterangan tidak 
mampu dari camat yang membawahkan tidak permohonan. Permohonan itu harus 
dijawab pada hari sidang pertama (pasal 283 ayat 2 HIR, 247 ayat 2 Rbg)1. 
Sesudah surat gugatan atau catatan yang dibuat itu telah didaftarkan oleh 
panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Ketua menentukan hari 
dan jam waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan2. Selama perkara 
tersebut sedang diperiksa dan perdamaian dilakukan di depan hakim. Menurut 
ketentuan ayat 1 pasal 130 H.I.R., hakim sebelum memeriksa perkara perdata 
tersebut, harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, malah usaha 
perdamaian dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga taraf banding oleh 
Pengadilan Tinggi3. 
Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan 
yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai 
keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang 
hakim. Dalam pemeriksaan perkara warisan kesimpulan dan pembuktian perkara 
warisan adalah sangat penting menentukan dalam mempertimbangkan putusan 
hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 
memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul: PENYELESAIAN PERKARA 
WARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus Putusan 
No. 97 /Pdt.G//2014/PN.Skt). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pertimbangan hakim 
dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara warisan, (2) 
hambatan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan di 
Pengadilan Negeri Surakarta, dan (3) akibat dari putusan warisan di Pengadilan 
Negeri Surakarta. 
                                                             
1 Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta; 
Liberty. Hal 99-100. 
2 K.Wantjik Saleh, S.H. 1981, Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal 19 
3 Retnowulan Sutantio,S.H dan Iskandar Oeripkantawinata S.H. 1989, Hukum Acara Perdata 
Dalam Teori dan Praktek. Bandung. Mandar Maju. Hal 30 
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2. METODE 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
gejala lainnya4. 
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta untuk memperoleh 
data yang diperlukan. Subjek penelitian adalah hakim yang pernah memeriksa 
perkara warisan dalam pemeriksaan perkara perdata. 
Metode pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan yaitu observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian deskriptif adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif, 
yaitu teknik analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari 
kepustakaan dan penelitian lapangan 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian dan Putusan 
Terhadap Perkara Warisan 
Dalam pertimbangannya inti dari putusan Hakim adalah:  
1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya; 
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini 
ditetapkan sejumlah Rp 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu 
rupiah);  
Pertimbangan Majelis Hakim bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah 
dan bangunan adalah sah milik tergugat yang berasal dari hasil warisan dari orang 
tua tergugat. Menurut pendapat penulis jika bandingkan dengan KUH-Perdata, 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, sudah sesuai karena Majelis Hakim dalam memberikan 
pertimbangan berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. 
Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu dengan 
menunjukkan bukti Penggugat merupakan penerima hak waris sebagai anak 
kandung.  
                                                             
4 Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press, hal 10 
5 
Pertimbangan Hakim yang memutuskan bahwa Tergugat dalam 
mewariskan tanah dan bangunan obyek sengketa telah dilandasi dengan hak yang 
sah yaitu sebagai istri dari penerima hak waris yang sah, maka perbuatan para 
Tergugat dalam mewariskan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut bukan 
merupakan perbuatan melawan hukum. Menurut pendapat penulis, sampai pada 
pembuktian surat, dan saksi keputusan hakim sesuai kepemilikan hak waris tanah 
adalah tergugat. Penggugat belum mampu membuktikan keabsahan surat sebagai 
anak kandung yang berhak atas tanah waris, sehingga tuntutan penggugat ditolak 
dalam persidangan di pengadilan. Artinya Perbuatan para Tergugat dianggap tidak 
merugikan penggugat baik secara materiil maupun immateriil. Tergugat 
membagikan dan menghuni tanah dan bangunan objek sengketa telah dilandasi 
dengan hak yang sah. Para Tergugat berhasil membuktikan dirinya bahwa dirinya 
mempunyai hak yang sah untuk menghuni tanah dan bangunan objek sengketa. 
Perbuatan para Tergugat tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. 
Maka dari itu perbuatan para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan 
hukum.  
Tindakan Tergugat I dalam membagikan tanah waris tanah dan bangunan, 
Tergugat II dan Tergugat III, dalam menghuni tanah dan bangunan tanpa 
memberitahukan penggugat, merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang 
lain, sehingga sudah sepantasnya tindakan Tergugat I, II dan III ini dinyatakan 
sebagai perbuatan yang melawan hukum, hal ini sebagaimana pendapat 
Muhammad bahwa pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan 
melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi orang 
lain, seperti diatur dalam Undang-Undang atau karena wanprestasi, yaitu tidak 
memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian 
bagi orang lain. Kerugian yang timbul itu dapat berupa kerugian materil, misalnya 
kerusakan atas barang atau berupa kerugian imaterial, misalnya kehilangan hak 
menikmati barang atau pencemaran nama baik. Pelanggaran hak seseorang itu 
dapat terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.5 
                                                             
5 Abdulkadir Muhammad. 2008. Hukum Acara Perdata Indonesia. Jakarta: Citra Aditya. 
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Pertimbangan Hakim adalah Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil 
gugatannya, sedangkan para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya. 
Menurut pendapat penulis jika dibandingkan dengan Pasal 164 HIR, Pasal 1866 
KUH-Perdata dan pembuktian Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai, 
karena Penggugat gagal membuktikan dalil-dalil gugatanya dengan mengajukan 
bukti tertulis dan saksi. Dalil yang dapat dibuktikan oleh tergugat adalah 1) Pada 
tingkat Pengadilan Negeri, tergugat dapat membuktikan bahwa berdasarkan 
T.I,II,III-4 (Penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 59 / 1957 / PN P, 
tertanggal 5 Maret 1957); Keputusan No: KPTS-AA-19/12/1957 tertanggal 26 
Desember 1957 atas nama Roedhiarto yang dikeluarkan Panglima Tentara & 
Territorium IV/ Diponegoro; status Agus Rudhyarto sah  sebagai anak angkat; 2) 
Keputusan No: KPTS-AA-19/12/1957 tertanggal 26 Desember 1957 atas nama 
Roedhiarto yang dikeluarkan Panglima Tentara & Territorium IV/ Diponegoro.  
Berdasarkan ketidakberhasilan penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan 
dan keberhasilan tergugat membuktikan dalil bantahan, PN Surakarta mengadili 
dengan menolak semua gugatan penggugat dan menghukum penggugat dengan 
pembayaran biaya perkara sebesar Rp. 1.341.000,-. Hasil keputusan Pengadilan 
Negeri Surakarta tidak menghentikan upaya hukum penggugat hingga kemudian 
diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Hasil keputusan Hakim No. 
97/Pdt.G/2014/PN.Skt. tersebut diperbaiki dalam putusan Banding No. 
109/Pdt/2015/PT SMG, dan putusan Kasasi No. 2830 K/Pdt./2015 yang diuraikan 
sebagai berikut:  
3.1.1 Pertimbangan Putusan Banding 109/Pdt/2015/PT SMG  
Berdasarkan putusan perkara 109/Pdt/2015/PT SMG di atas Hakim Pengadilan 
Tinggi dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan berkas bukti-bukti dari kedua 
belah pihak yang berhubungan dengan perkara ini. Setelah dipelajari dengan 
seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata Majelis berhasil 
menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan / dapat membatalkan 
putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga putusan Pengadilan Negeri 
Surakarta tanggal 11-12-2014 97/Pdt.G/2014/PN.Skt yang dimohonkan banding 
tersebut dapat dibatalkan.  
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Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan No. 
109/Pdt/2015/PT SMG jika dibandingkan dengan Pasal 164 HIR, dan Pasal 1866 
KUH-Perdata sudah sesuai, karena Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan 
hukumnya berdasarkan berkas bukti-bukti dari kedua belah pihak yang 
berperkara, dan bukti tersebut berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH-
Perdata yang mengatur tentang alat-alat bukti. Hakim dalam memeriksa serta 
memutuskan suatu perkara perdata selalu berdasarkan pada pembuktian yang  
merupakan upaya bagi pihak-pihak dalam mendalilkan peristiwa-peristiwa atau 
haknya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan di pengadilan. Untuk 
rnembuktikan hak tersebut, maka para pihak mengajukan alat bukti sebagaimana 
telah diatur datum ketentuan hukum  acara perdata.  
Hakim memberi putusan berdasarkan keadilan. Artinya, hakim harus 
mengadili menurut hukum sehingga hakim harus mengenal hukum dan peristiwa, 
serta dianggap tahu hukumnya atas berbagai peristiwa konkret (ius curia novit).  
Oleh sebab itu hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya 
dengan alasan undang-undang tidak jelas, tidak lengkap. Bahkan, meski undang-
undang belum mengatur tentang suatu peristiwa maka hakim harus menggali 
norma-norma yang tumbuh hidup dalam masyarakat sebagai kebiasaan6. 
Melalui pembuktian pihak yang merasa dirugikan harus dapat 
membuktikan adanya kesalahan dari pihak yang dituntutnya dengan bukti-bukti 
yang cukup. Membuktikan berarti memberi keyakinan/meyakinkan hakim tentang 
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan yang akan 
menjadi tolok ukur hakim dalam menyelesaikan perselisihan di antara para pihak. 
Yang harus dibuktikan hanya berkisar tentang hak-hak yang dipersengketakan 
saja, yang meliputi hal-hal yang diajukan oleh pihak yang satu, tetapi dibantah 
oleh pihak lain. Berkenaan dengan pembuktian tersebut Pasal 164 HIR (Pasal 
1866 KUHPerdata) mengatur tentang alat-alat bukti yang terdiri dari bukti tertulis, 
saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. 
                                                             
6 Kusmiati, N. Ike. 2011. Kekuatan Pembuktian Surat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang 
dijadikan Alat Bukti (kajian  Putusan nomor 06/Pdt.g/2001/Pn. Ciamis). Jurnal Yudisial, VOL-
IV/NO-01/APRIL/2011 
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Berkenaan dengan alat-alat bukti tersebut dalam praktek menarik untuk 
dikaji atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara perdata No. 
97/Pdt.G/2014/PN Surakarta, dimana dalam perkara tersebut alat-alat bukti yang 
terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah oleh 
Pembanding/ sebelumnya penggugat untuk menuntut, terbanding/ sebelumnya 
tergugat, dan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut mengabulkan 
gugatan Pembanding/ sebelumnya penggugat, dengan mendasarkan pembuktian 
alat-alat bukti yang terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan 
sumpah yang secara hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna 
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 164 HIR. 
3.1.2 Pertimbangan Putusan Kasasi No 2830 K/Pdt./2015  
Keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti atau Majalis 
Hakim di tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Surakarta yang 
memeriksa bukti-bukti perkara, tidak salah menerapkan hukum, mengenai 
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan 
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena 
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan (1) adanya kesalahan 
penerapan hukum, (2) adanya pelanggaran hukum yang berlaku, (3) adanya 
kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan 
yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas 
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 
Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung.  
Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam 
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, maka 
permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut harus 
ditolak. Pertimbangan Mahkamah Agung di atas jika dibandingkan dengan 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 
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1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung Pasal 30 ayat (1) telah sesuai, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi 
hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran 
hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang 
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu 
dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang 
atau melampaui batas wewenangnya. Keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas 
merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu 
kenyataan. Alasan tersebut di atas merupakan alasan kasasi yang dianggap tidak 
tunduk pada pemeriksaan Kasasi.  
3.2  Hambatan yang Dihadapi Hakim dalam Menentukan Putusan Terhadap 
Perkara Warisan 
Kedudukan hakim dalam persidangan merupakan lembaga yang harapkan sebagai 
pengambil keputusan yang adil. Menurut hasil wawancara dengan salah satu 
hakim di PN Surakarta, kedudukan tersebut harus disiapkan oleh seorang hakim 
untuk dapat menuntaskan kasus seberat apapun tanpa adanya persepsi hambatan 
ataupun kendala. Adanya persepsi hambatan dan kendala menunjukkan bahwa 
hakim tersebut tidak siap untuk menjadi penentu keadilan dalam persidangan. 
Artinya tidak ada hambatan ataupun kendala yang dialami oleh hakim. Semua 
acara persidangan harus berjalan dengan lancar, sehingga tidak terjadi hambatan 
atau kendala. Apabila terjadi kendala atau hambatan biasanya terjadi dari para 
pihak yang berselisih, seperti tidak hadir atau karena adanya halangan. Pada 
kondisi seperti ini hakim biasanya akan menunda dan menjadwal ulang 
pelaksanaan persidangan. 
Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berucap, bertindak, berperilaku 
atau untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi kesenangan sesuai dengan 
keahliannya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Namun setiap orang untuk 
mencapai tujuan hidup itu, agar dia dapat hidup tentram, tertib, teratur aman, dan 
damai serta tidak diganggu oleh orang lain, ia dituntut untuk mentaati batasan-
batasan atau etika dalam pergaulan hidupnya dengan orang lain yang ada 
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disekitarnya, setiap orang juga dituntut untuk tidak merugikan orang lain dan 
harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan. 
Hambatan bagi hakim adalah ketika hakim harus tetap menjagai batasan-
batasan profesi sebagai hakim. Batasan-batasan bagi mereka yang berprofesi 
hukum dalam melaksanakan profesinya adalah etika, adalah kode etik profesi 
hukum yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan keharusan untuk 
mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan profesinya serta sangsi bagi yang 
tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tersebut.7 
Kode etik profesi merupakan norma yang di tetapkan dan diterima oleh 
sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada 
anggotanya bagaimana membuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata 
masyarakat. Fokus perhatian ditujukan pada kode etik polisi, kode etik jaksa, kode 
etik hakim, kode etik advokad, dan kode etik notaris. 
Dari beberapa kategori di atas yang paling menarik adalah hakim karena 
hakim berusaha menemukan hakikat hukum dalam memutuskan masalah yang 
akan diputuskannya. Penegakan hukum harus dimulai oleh orang-orang yang 
mengerti tentang hukum itu sendiri. Keberhasilan penegakan hukum banyak di 
tentukan oleh faktor pelaksananya, terutama olah para sarjana hukum.8 
Masalah etika dan moral perlu mendapat perhatian yang seksama untuk 
memberikan jiwa pada hukum dan penegaknya. Dalam rangka revitalisasi hukum 
untuk mendukung demokratisasi, maka masalah moral dan etika mendesak untuk 
ditingkatkan fungsi dan keberadaanya, karena saat ini aspek moral dan etika telah 
menghilang dari sistem hukum di Indonesia9. 
3.3 Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 
97/Pdt.G/2014/PN.Skt. 
Akibat hukum yang muncul setelah Putusan No.97/Pdt.G/2014/PN.Skt dibacakan, 
maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai 
akibat terhadap para pihak yang bersengketa. Akibat dari putusan tersebut adalah 
pihak yang kalah harus mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Dalam hal 
                                                             
7 Suparman Usman. 2008. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Gaya Media 
Pratama, Jakarta, hal 1 
8 Ibid, hal 3 
9 Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
hal. 38. 
11 
ini pihak yang kalah adalah Tergugat, apabila pihak Tergugat tidak puas dengan 
putusan Pengadilan Negeri dapat melakukan upaya hukum.  
Akibat hukum terhadap putusan kepada para pihak yang berperkara adalah 
pelaksanaan putusan. Semua orang bila mana sudah ada suatu putusan 
berkekuatan hukum tetap, wajib melaksanakan putusan tersebut, kalau tidak ada 
lagi upaya hukum lain. Apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau 
melaksanakan isi putusan, maka pihak yang menang (Penggugat) dapat meminta 
kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pelaksanaan putusan secara paksa 
(eksekusi). Suatu isi putusan harus dilaksanakan karena mahkota Pengadilan 
adalah pelaksanaan isi putusan.  
Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara 
No.97/Pdt.G/2014/PN.Skt. adalah:  
M E N G A D I L I :  
o Menerima permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat ; 
DALAM EKSEPSI  
o Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Desember 2014 
No.97/Pdt.G/2014/PN.Skt. yang dimohonkan banding tersebut;  
DALAM POKOK PERKARA  
o Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Desember 
2014 No.97/Pdt.G/2014/PN.Skt. ;  
MENGADILI SENDIRI  
1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Semula Penggugat untuk sebagian;  
2. Menyatakan menurut hukum Bapak R. Soebiyakto dan Ibu Siti Rumiyati alias 
Siti Ruminah telah meninggal dunia;  
3. Menyatakan menurut hukum Pembanding / Semula Penggugat adalah anak 
dan salah satu ahli waris dari Almarhum Bapak R. Soebiyakto dan 
Almarhumah Ibu Siti Rumiyati alias Siti Ruminah, yang berhak atas bagian 
harta peninggalan Almarhum Bapak R. Soebiyakto dengan Almarhumah Ibu 
Siti Rumiyati alias Siti Ruminah;  
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan 
Almarhum Bapak R. Soebiyakto dengan Almarhumah Ibu Siti Rumiyati alias 
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Siti Ruminah, yang masih utuh belum terbagi waris kepada semua ahli 
warisnya yaitu:  
a. Tanah dan bangunan SHM No. 738, luas : 700 M2, dahulu atas nama Ny. 
Siti Rumiyati Alias Siti Ruminah yang saat ini sudah beralih hak atas 
nama Agus Rudhyarto yang terletak di Kelurahan Pajang, dengan batas-
batas sebagai berikut: 1) Sebelah utara : Jalan, 2) Sebelah timur: 
Pekarangan, 3) Sebelah selatan : Jalan, 4) Sebelah barat : Jalan. 
b. Tanah dan serta bangunan diatasnya SHM No. 747 luas : 685 M2, dahulu 
atas nama Ny. Siti Rumiyati Alias Siti Ruminah yang saat ini sudah 
beralih atas nama Agus Rudhyarto yang terletah di Kelurahan Pajang. 
Dengan batas-batas sebagai berikut: 1) Sebelah utara : Jalan, 2) Sebelah 
timur : SHM 738, 3) Sebelah selatan : Jalan, 4) Sebelah barat : Jalan  
c. Tanah dan serta bangunan diatasnya SHM No. 1443 luas : 2440 M2, 
dahulu atas nama Ny. Siti Rumiyati Alias Siti Ruminah yang saat ini 
sudah beralih atas nama Agus Rudhyarto yang terletah di Kelurahan 
Karangasem. Dengan batas-batas sebagai berikut; 1) Sebelah utara : Jalan 
Tanjung, 2) Sebelah timur : Jalan, 3) Sebelah selatan : Jalan, 4) Sebelah 
barat : Jalan. 
5. Menyatakan bahwa proses peralihan hak dan balik nama terhadap obyek 
sengketa tersebut dilakukan oleh Agus Rudhiyarto secara melawan hukum;  
6. Menyatakan proses peralihan hak dan balik nama terhadap obyek sengketa 
menjadi atas nama Yohannes Agus Rudhiyarto tidak syah, cacat hukum dan 
tidak berkekuatan hukum ;  
7. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa tersebut diatas oleh Para 
Terbanding / Semula Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;  
8. Menghukum Para Terbanding/ Semula Para Tergugat untuk menyerahkan ½ 
bagian dari harta peninggalan Almarhum Bapak R. Soebiyakto dan 
Almarhumah Ibu Siti Rumiyati alias Siti Ruminah (obyek sengketa) kepada 
Pembanding / Semula Penggugat; 
9. Menghukum Turut Terbanding/ Semula Turut Tergugat untuk tunduk dan 
mematuhi putusan ini;  
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10. Menolak gugatan Pembanding/ Semula Penggugat untuk selain dan 
selebihnya;  
11. Menghukum Para Terbanding/ Semula Para Tergugat untuk membayar biaya 
perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya pada peradilan 
tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)  
Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan 
dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah 
tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-
undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara 
sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak 
pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR. 
Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak 
dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang 
milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang 
tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk 
menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR). 
Menurut Yahya Harahap, akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika 
putusan dilaksanakan secara sukarela, sering dijumpai berbagai praktik 
pemenuhan putusan secara sukarela berbeda antara satu pengadilan dengan 
pengadilan yang lain. Ada pengadilan yang tidak mau campur tangan atas 
pemenuhan secara sukarela, ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian 
menyelesaikan pemenuhan putusan secara sukarela10. Walaupun dilakukan secara 
sukarela, Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita harus 1) membuat berita acara 
pemenuhan putusan secara sukarela; 2) disaksikan oleh dua orang saksi; 3) 
pembuatan berita acara dan kesaksian dilakukan di tempat pemenuhan putusan 
dilakukan; dan 4) berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para 
pihak (penggugat dan tergugat). Campur tangan pengadilan dalam pemenuhan 
putusan pengadilan secara sukarela dimaksudkan agar terhindar dari 
ketidakpastian penegakan hukum. Jadi, jangka waktu pelaksanaan putusan secara 
                                                             
10 Harahap, M. Yahya, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi. Bidang Perdata, Edisi 
Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal 12. 
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sukarela oleh pihak yang dikalahkan tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Jika putusan tidak dilaksanakan, pihak yang menang dapat 




Pertimbangan Hakim dalam memutuskan putusan No. 97/Pdt.G/2014/PN.Skt., 
telah sesuai dengan unsur keadilan, karena Majelis Hakim dalam menjatukan 
putusan berdasarkan bukti-bukti yang tunjukkan tergugat. Hakim berkesimpulan 
bahwa Tergugat I, II dan III telah menempati tanah dan bangunan tersebut sesuai 
hak, karena merupakan istri sah dari pemilik hak waris yang sah akibat adopsi 
dengan keterangan adopsi sah. Pertimbangan Hakim dalam putusan Banding No. 
78/Pdt/2010/PT.Smg. telah sesuai dengan Undang-Undang, karena tidak ada hal-
hal baru yang perlu dipertimbangkan. Sehingga hakim membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim dalam putusan Kasasi No.2141 
K/Pdt/2010. telah sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Agung yang 
mengatur syarat pemeriksaan Kasasi, karena alasan Pemohon Kasasi merupakan 
alasan yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi. Sehingga Hakim menerima 
permohonan Kasasi. 
Kedudukan hakim dalam persidangan merupakan lembaga yang harapkan 
sebagai pengambil keputusan yang adil. Menurut hasil wawancara dengan salah 
satu hakim di PN Surakarta, kedudukan tersebut harus disiapkan oleh seorang 
hakim untuk dapat menuntaskan kasus seberat apapun tanpa adanya persepsi 
hambatan ataupun kendala. Adanya persepsi hambatan dan kendala menunjukkan 
bahwa hakim tersebut tidak siap untuk menjadi penentu keadilan dalam 
persidangan. Artinya tidak ada hambatan ataupun kendala yang dialami oleh 
hakim. Semua acara persidangan harus berjalan dengan lancar, sehingga tidak 
terjadi hambatan atau kendala. 
Akibat hukum yang timbul atas putusan perkara No. 97/Pdt.G/2014/PN.Skt. 
terhadap para pihak yang bersengketa menurut pendapat penulis adalah dalam 
pelaksanaan putusan, yaitu bagi Tergugat yang tidak terima dengan putusan 
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Pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan 
Peninjauan Kembali. Upaya hukum tersebut sudah diajukan oleh Tergugat yang 
hasilnya Tergugat di pihak yang kalah dan harus melaksanakan isi putusan yang 
telah berkekuatan hukum tetap berupa mengosongkan tanah dan bangunan objek 
sengketa serta menyerahkan tanah dan objek sengketa kepada Penggugat. Apabila 
para Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela maka upaya 
hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah dapat meminta kepada 
Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi seperti yang diatur di dalam 
Pasal 196 dan 197 ayat (1) HIR. 
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